PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 504 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor
3821/-076.343 tanggal 12 Desember 2019, Barang Milik
Daerah berupa gedung dan bangunan yang terletak di Jalan
Rengas, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, yang berasal dari pemenuhan
kewajiban dari para pemegang izin' dan/atau non izin
pemanfaatan ruang telah diserahterimakan dari Kepala
Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta kepada Walikota Jakarta Timur;

b. bahwa untuk tertib administrasi: penggunaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
status penggunaannya pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada Kota
Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 :Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik 'Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk
Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN
BANGUNAN PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa
gedung dan bangunan pada Kota Administrasi Jakarta Timur,
sebagaimana tercantum dalam . Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Walikota Jakarta Timur melakukan pengelolaan Barang Milik
Daerah berupa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan
dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah
serta. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

GRON -

o

® N

Gubernur DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Walikota Jakarta Timur

- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
menjadi tanggung jawab Walikota Jakarta Timur.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021

a.n. UBERNUR DAERAH KHUSUS

WSID4 OTA JAKARTA

i{g ARIS DAERAH,
s
2
2 §

>

Y% &
JAKAR M

RULLAH MATALI



Nldvy
4 LS v\.a

)
%
e
=

‘HVHEVA S - A
VIAVIVE - .v0
SNSNHY HVNAVA ~tepuB o
ayg 1\

Jnony eyrexer

Isensrunupy ejoy ‘Sunsrep
ureyeureody ‘uedunduayg
ueqeInay gy Hold

BYoUY " 1d [eare seSusy uerer

00000 0L£'0¢P S661

uInse, s0sey

91

LU

100000

000v0Z011€0

0000000000020

ueleyRINSLIYg jeduwa],
/meredung /ewssiy /ssapy

Inwi], eyrexep

ISENSIUTWPY B10) ‘Sunsie)
uejeureod)y ‘uedum8luag
UeyeINa = yoig

ENouy Id reste seSusy uerep

00°CSL°T1LE'6S G661

wnsey sosey

LA

100000

00060T0T1E0

0000000000020S

uenwoajrad jedwa)
Sunps8 ueunsueg

UBY2[0I3d

(dy) eSrey unyey

uedue191a)y Jjewely Iseqo] / qejon

Suereg
weyaolad
BIR) [/TESY

usaWnNog oN

sens

uenles

1938189y
Jouron

Suereg apoy

j1un Ipoy

Suereg
s1uaf / Buereq eureN

“ON

NYNNDONVE Nva DNNAFD

ANNWIL VINVIVL ISVELSINIAQY V10N vavd
NVNADNVE NVA ONNAED vdNAEE HYNAYA TN DNWVAVE dVLdvd

HNNIL VINVIVE ISVNISININGY V103 YAVd NVNNONVE NVA

ONNQED VANAEE HYAAVA AN DNVIVE NVYNNOONTd SNLVLS NVIYLENED
ONVINIL

1Z0C NAHVLI %0S  dowon

VLIVAVE VIONNEI SNSNHY HYNAVA dNNAFEND NVSALNJE

NVIIdNY]



	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

